
 
 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
 

NOMOR   74  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
PAJAK DAERAH 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan, Pasal 14 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 11 Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pajak Restoran, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, 
Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 11 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan 
Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembayaran 
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 4844); 
 

   6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013; 
 
 



  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan 
Bangunan; 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pajak Hiburan; 
 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Pajak Hotel; 
 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan; 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 
 

  23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 Tahun  2013 
tentang Rincian Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten 
Purwakarta; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 
DAERAH  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 
4. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten 
Purwakarta. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 
Kabupaten Purwakarta. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut 
SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi, jumlah yang masih harus dibayar. 



9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB  
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang 
seharusnya terutang. 

11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
 

BAB II 
Tata Cara Pembayaran 

 
Pasal 2 

 

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

(2) Apabila tempat pembayaran pajak ditempat lain yang ditetapkan, hasil 
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari 
kerja. 

 
Pasal 3 

 
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, menyatakan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 

(3) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau 
bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang-undangan. 

 
 

BAB III 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN  

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 
 

Pasal 4 
 

Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak 

atau Penanggun Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan 
alasan yang jelas dengan rincian utang pajak. 
 

b. melampirkan persyaratan : 
1. fotocopy KTP; 
2. fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding; 
3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; 
4. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk 

pembayaran angsuran pajak; 
 

 
 
 
 



Pasal 5 
 

Permohonan penundaan pembayaran pajak harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a.  Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak 

atau Penanggun Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan 
alasan yang jelas dengan rincian utang pajak. 

 

b.  melampirkan persyaratan : 
1. fotocopy KTP; 
2. fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding; 
3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; 
4. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk 

pembayaran angsuran pajak; 
 

Pasal 6 
 

(1) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan berdasarkan usulan Kepala Dinas dapat menetapkan pemberian 
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

(2) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat menetapkan pemberian persetujuan kepada Wajib 
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sampai dengan Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan. 

(3) Perhitungan bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran. 
(4) Pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran untuk 

waktu 5 (lima) bulan berturut turut. 
(5) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.  
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 
Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal 26 Juni 2014  
   
BUPATI PURWAKARTA, 
 
          Ttd. 
 
      DEDI MULYADI 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tanggal  26 Juni  2014 
 
    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 
 
 
 
Drs.H. PADIL KARSOMA,MSi 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 74 


